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Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas
Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Bupati
Merangin Nomor 61 Tahun 2014 tentang Fasilitas
Pembebasan Pajak Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan
Kegiatan Yang Dibiayai Dari Hibah Millenium Challenge
Corporation perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Merangin Nomor 61 Tahun 2014 tentang Fasilitas
Pembebasan Pajak Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan
Kegiatan Yang Dibiayai Dari Hibah Millenium Challenge
Corporation;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daersh Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat Il Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 534 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung



10.

11.

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4284);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



Menetapkan :

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten
Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2013 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI
DARI HIBAH MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION;

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Fasilitas Pembebasan Pajak
Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai
Dari Hibah Millenium Challenge Corporation (Berita Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 61), diubah
sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adaiah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Merangin.

S.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.



6. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pembangunan Daerah.

7. Millenium Challenge Corporation selanjutnya disebut
MCC, adalah sebuah Lembaga yang dibentuk Pemerintah
Amerika  Serikat dalam penandatanganan dan
pelaksanaan Perjanjian Hibah Compact terhadap
Pemerintah Indonesia.

8. Millenium Challenge Account Indonesia selanjutnya
disebut MCA Indonesia, adalah suatu entitas lembaga
yang dibentuk Pemerintah Indonesia yang diberi
wewenang untuk membuat ikatan dengan lembaga
Pemerintah dan Non Pemerintah dan diakui oleh MCC
dalam pengelolaan semua kegiatan Program Perjanjian
Hibah Compat.

9. Program Compact adalah keseluruhan program dan dana
hibah dari MCC kepada Pemerintah Indonesia yang
dikelola oleh MCA Indonesia yang akan dilaksanakan
selama 5 (lima) Tahun, sejak tanggal Entry Into Force.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

ttd
AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
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BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya
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